ALUR/TAHAPAN PERUMUSAN

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Dasar:

Penetapan Propemperda
Tahun 2022 Sebelum
penetapan Raperda APBD
Tahun 2022

Pembahasan tingakt
eksekutif :

Pelibatan OPD terkait
difasilitasi oleh bagian
hukum dengan narasumber
dari OPD pengusung

Pelaksanaan Harmonisasi darf
Raperda dengan Perancang
Peraturan Perundang-
undanganan di Kemenkumhan
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

(sesuai dengan perintah Undang-
undang wajib dilaksanakan)

Penyampaian kepada
Dewan

Tindaklanjutnya : Paripurna
penyampaian Raperda dari
Eksekutif ke Legislatif

TAHUN 2022

Paripurna persetujuan
Raperda

Pembahasan akhir dengan
Pansus DPRD terkait hasil
fasilitasi dilanjutkan dengan
penyesuaian draf Raperda
berdasarkan hasil fasilitasi

Pengajuan Fasilitasi ke
Biro Hukum Setda
Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Pembentukan Pansus DPRD :

- Pembahasan awal Pansus

- Kunjuangan kerja ke focus yang berkaitan

- Pembahasan akhir hasil Kunjungan kerja

Pansus dengan Bagian Hukum OPPD
pengusung dengan OPD yang terkait

Pengajuan nomor register
ke Biro Hukum Setda
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Pengundangan Perda yang
telah mendapat nomor
register dari Biro Hukum,
dan penandatangan Perda
serta penomoran Perda

Proses Publikasi dengan
memanfaatkan JDIH
Kabupaten Bangka Barat
sebagai media
penyebarluasan




